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ABSTRAK :  - bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pengaJuan dan 
penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan, termasuk mengenai jangka waktu 
penyelesaian keberatan yang tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan Direktur Jenderal 
Pajak, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
253/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan 
Bangunan; 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan 
Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 2008); 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2014, diubah 
sebagai berikut: 

Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah dan ayat (4) dihapus, yaitu tentang Surat Keberatan. 

Ketentuan ayat (4) Pasal 14 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni 
ayat (3a), di antara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a), dan ayat (6) 
dan ayat (7) dihapus, yaitu tentang keputusan atas keberatan. 

Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2014 
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini. 

    

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap gugatan Wajib Pajak atas surat dari 
Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dipertimbangkan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) dan Pasal 7 ayat (2) dan putusan atas gugatan 
dimaksud belum diterbitkan, ketentuan mengenai jangka waktu penyelesaian keberatan PBB 
sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

    - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016 dan diundangkan pada 
tanggal 4 Januari 2017. 
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